PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELASTA
INSTRUKSI KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN INSTRUKSI KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG KEDISIPLINAN DALAM PENGINPUTAN SIPP BAGI HAKIM

PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,

Dalam rangka melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
pada Selasa tanggal 28 Juni 2022 pada pokoknya meminta perhatian dalam
kecermatan, ketepatan, dan kecepatan penginputan SIPP dan EIS pada Pengadilan Negeri
Palangkaraya, dengan menyesuaikan pemutakhiran penginputan SIPP sebagaimana Versi

4.2.0;

dengan ini memberi instruksi Kepada:

oot & B

Yth. WKPN Selaku Koordinator Pengawasan

Yth. Para Hakim Karir

Yth. Para Hakim Ad-Hoc PHI

Yth. Para Hakim Ad-Hoc Tipikor

Yth. Sekretaris cq. Kasub Kepegawaian dan Ortala
Yth. Sekretaris cq. Kasub PTIP

Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.

KESATU : 1.

Hakim melakukan supervisi terhadap Panitera Pengganti
dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai dengan perkara
yang ditanganinya.

Menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 1x3
hari.

Memastikan penginputan penetapan hari sidang dalam
waktu paling lama 1x24 jam.

Memerintahkan Jurusita/JS untuk memanggil pihak-
pihak dalam persidangan.

Memerintahkan Jurusita/JS untuk memanggil pihak-
pihak yang tidak hadir dalam persidangan.

Memberitahukan kepada Penggugat/Pemohon untuk
mengambil sisa panjar biaya perkara perdata pada kasir
perdata, begitu perkara putus.

Memerintahkan Jurusita/JS untuk memberitahukan
petikan/amar putusan kepada pihak-pihak yang tidak
hadir dalam sidang putusan.

Menetapkan penahanan 30 hari, atau penahanan 15 hari
dalam perkara anak.

Mengajukan permohonan perpanjangan penahanan 60
hari kepada KPN dan perpanjangan penahanan 30 hari
pertama dan 30 hari kedua kepada KPT melalui KPN,
dalam waktu paling lama 10 hari sebelum masa tahanan
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berakhir.

Menetapkan penangguhan/pengalihan penahanan,
secara seksama.

Dalam hal terdakwa ditahan, berupaya secara sungguh-
sungguh agar pemeriksaan perkara tidak melewati masa
penahanan sehingga terdakwa dikeluarkan demi hukum.

Memastikan  penginputan penetapan  penahanan/
penangguhan/pengalihan dalam waktu paling lama 1x24
jam.

Memerintahkan Panitera Pengganti menyiapkan surat
permohonan perpanjangan penahanan KPN 60 hari,
dalam waktu paling lama 1x10 hari.

Memerintahkan Panitera Pengganti menyiapkan surat
permohonan perpanjangan penahanan KPN 15 hari
dalam perkara anak, dalam waktu paling lama 1x10 hari.

Memerintahkan Panitera Pengganti menyiapkan surat
permohonan perpanjangan penahanan KPT 30 hari
pertama, dalam waktu paling lama 1x10 hari.

Memerintahkan Panitera Pengganti menyiapkan surat
permohonan perpanjangan penahanan KPT 30 hari
kedua, dalam waktu paling lama 1x10 hari.

Memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan
dalam waktu paling lama paling lama 14 hari.

Memeriksa dan mengadili perdata permohonan dalam
waktu paling lama 30 hari dalam hal ada pihak
termohon.

Memeriksa dan mengadili perkara perdata
gugatan /perlawanan dalam waktu paling lama 5 bulan,
sejak mediasi dilaporkan tidak berhasil.

Memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan
sederhana dalam waktu paling lama 25 hari kerja sejak
sidang pertama.

Memeriksa dan mengadili perkara sengketa partai politik
dalam waktu 30 hari kerja.

Memeriksa dan mengadili perkara sengketa Ormas dalam
waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal
permohonan perkara dicatat di pengadilan negeri (Pasal
58 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang).

Memeriksa dan mengadili perkara keberatan atas
putusan BPSK dalam waktu 30 hari.

Memeriksa dan mengadili perkara PHI dalam waktu
paling lama 50 hari kerja.

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam waktu
paling lama 5 bulan.

Memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan
dalam waktu 30 hari.

Membuat dan menginputkan court calender sebelum
sidang pertama.

Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencetak court
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calender sebelum sidang pertama.

Dalam perkara Perdata/PHI, memerintahkan Panitera
Pengganti untuk mengunggah ke dalam Data
Persidangan dalam waktu 1x24 jam:

a. Jawaban Tergugat
Replik

Rereplik

Duplik

Reduplik

Bukti surat Penggugat

-3

Bukti surat Tergugat.
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Keterangan saksi

[

Kesimpulan penggugat

j. Kesimpulan tergugat

k. Pertimbangan hukum

1. Berita acara sita revindicatoir.

Dalam perkara pidana/tipikor/anak, memerintahkan
Panitera Pengganti untuk mengunggah ke dalam Data
Persidangan perkara, dalam waktu paling lama 1x24
jam:

a. Keberatan terhadap dakwaan

=

Pendapat Penuntut Umum

Keterangan saksi

Pemeriksaan terdakwa

f. pembelaan

C
d. Pendapat terdakwa terhadap keterangan saksi
-

Memastikan Data Persidangan sudah terunggah dalam
SIPP.

Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput data
penundaan jadwal sidang, acara sidang, serta ruang
sidang ke dalam SIPP dalam waktu paling lama 1x24 jam.

Memastikan Berita Acara Sidang sudah terunggah dalam
SIPP, dalam waktu paling lama 1x7 hari (sebelum hari
persidangan berikutnya).

Memastikan kesesuaian tanggal penundaan sidang
dengan acara sidang, serta tanggal sidang terakhir dengan
tanggal putusan.

Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput data
mediasi, putusan sela, data intervensi, data saksi yang
dihadirkan, penetapan pencabutan, putusan gugur,
verstek, verset, amar putusan akhir ke dalam SIPP dalam
waktu paling lama 1x24 jam.

Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput amar
putusan sela, dalam waktu paling lama 1x24 jam, serta
mengunggah e-doc putusan sela dalam format RTF, dalam
waktu paling lama 1x7 hari.

Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput E-
Doc Court Calendar, E-Doc Berita Acara Sidang, E-Doc
Tuntutan, E-Doc Putusan.
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38. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput amar
tuntutan dan mengunggah e-doc tuntutan, dalam waktu
paling lama 1x24 jam.

39. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput amar
putusan akhir dalam waktu paling lama 1x24 jam.

40. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengunggah e-
doc putusan lengkap dalam format RTF, dalam waktu
paling lama 1x7 hari.

e Dalam hal terdapat putusan yang harus
dianonimasikan, berpedoman SK KMA 1-
144 /KMA/SK/I/2011, dengan cara pada SIPP
kolom E-Doc Putusan yang diupload adalah E-Doc
Putusan yang asli dan untuk kolom E-Doc
Putusan Anonimasi, yang diupload adalah E-Doc
putusan asli yang telah dianonimasikan.

41. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk meminutasikan
dalam waktu paling lama 1x7 hari.

42. Memeriksa dan memastikan kebenaran dan tepat
waktunya data tersebut dalam poin di atas di dalam SIPP.

43. Meminta Kklarifikasi kepada Panitera Pengganti atas
kelambatan penyelesaian berita acara persidangan
melewati tenggang waktu 7 hari setelah perkara putus
apabila perkara banding/kasasi.

44. Memastikan putusan lengkap sudah dicetak dan diunggah
dalam SIPP dalam waktu paling lama 7 hari setelah
putusan dibacakan, dalam hal pihak-pihak mengajukan
upaya hukum banding ataupun kasasi.

45. Memastikan penginputan persidangan Peninjauan Kembali
dalam SIPP, dalam waktu paling lama 1x24 jam.

KEDUA : Sekretaris cq. Kasub Kepegawaian dan Ortala untuk
mendistribusikan SALINAN Instruksi ini kepada ybs. melalui
media pertukaran data secara elektronik.

KETIGA : Sekretaris cq. Kasub PTIP untuk memuat salinan Instruksi ini
pada media www.pn-palangkaraya.go.id.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Instruksi ini, Instruksi Ketua Pengadilan
Negeri Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Kedisiplinan Dalam Penginputan SIPP Bagi Hakim Pengadilan
Negeri Palangkaraya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di: Palangkaraya
pada tanggal : 18 Juli 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,
ttd
AGUNG SULISTIYONO
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